
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  26 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEMUKA AGAMA/ 

TOKOH MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum terhadap pelayanan 

kesehatan seluruh anggota keluarga sesuai dengan Kartu 

Keluarga Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat sehingga perlu 

dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Pelayanan Kesehatan bagi Pemuka Agama/Tokoh 

Masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat  Nomor 3  Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

  Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN 

KESEHATAN BAGI PEMUKA AGAMA/TOKOH MASYARAKAT. 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program  Pelayanan Kesehatan bagi Pemuka 

Agama/Tokoh Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 

Nomor 01) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 2 

 
(5) Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Pemuka Agama/Tokoh 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

kepada seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga 

Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat  yang bersangkutan.   
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Bertita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

 
 

        Ditetapkan di Martapura 

        pada tanggal 28 Mei 2019 

 
          BUPATI BANJAR, 

 

 
         TTD 

 

        KHALILURRAHMAN 
 

 

 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 28 Mei 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 

                               TTD  
 

 

        NASRUN SYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 27                  

          
 

 

 

 
        

 

         
 

 

 
         

 


